SALINAN

3 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKOQ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

“ BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan
Undang-undang 32 Tahun 2004 perlu penyesuaian Badan
Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang . a

b, bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu

diatur dan. ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko.

Yengingat 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentuxan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik incdonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4266),

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3.' Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389),

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

”“ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daegrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan . dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

.,mdonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578), e

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Nonior 4587).

: Dengan Persetujuan Bersama

DEVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO
MEMUTUSKAN
Monetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko,

b, Bupati adalah Bupati Mukomuko;

¢. Desa adalah kesatyan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinga
empat yang diakui dan dihormati dalam

n masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat set
sistem Pemerintghan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintahan  Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olen

pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

@

(48]

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ac
Nea~Aar

<1adatl selempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan INeg:

(=

<esatuan Republik Indonesia;

Semoriniah Desa  adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal Ui

(SRl

Penyelenggaraan pemenntahan desa,

N taTe

33dan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga ya

~erupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ¢

-

S

D
)

sebagal unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemernlah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Dzsa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

i, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat olen BPD

bersama Kepala Desa.
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BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

5PD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

 menyalurkan aspirasi masyarakat.

v

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang.
2 Membahas rancangan Peraturar Desa bersama kepala desa;
- b, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;
sencangkatan dan pemberhentian kepala desa;

: emilihan kepala desa;
Menggall, menampung menghimpun, merumuskan dan menyalurkarn aspirasi

Pasal §

————————

xsterangan kepada Pemerintah Desa;

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa,
b. Mengajukan pertanyaan;
¢. Menyampaikan usul dan pendapatl;
(. Memilih dan dipilih; dan

¢ Memperoleh tunjangan,

E T C Lo o e Io e es =3 ¥
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Pasal 7

Anggota BPO mempunyai kewajiban

a.

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pényelenggaraan pemerintahan desu;
mempenahankan dan memelihar.a hukum nasional serta Kkeutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
Memproses pemilihan kepala desa;

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan

golongan;
Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; can

ral At Aan

Menjaga norma dan elika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakata

Pasal 8

3PD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya xecacz

D

ysyarakat.

Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali da'a

»
b

n
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Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau mecia

cetak
BAB Il
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah,
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:

a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.

b Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.
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SUENUS KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BPD DENGAN SE

"o ~

c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Tigak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.

e. Bersedia dicalonkan.

Pasal 10

Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat,

Mekanisme musyawarah dan mufakat ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Peserta musyawarah adalah  Ketua Rukun Warga, pemangkuy adat, gelongan
profesi, pemuka agama dan tekoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Yang dapal dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
Jumlah anggota BPD ditetapkan vdenga‘n jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas

wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

" an anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2D sebelum memangku jabatannya memgucéapkan sumpah/janji secara

<2 3-sama dhadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
c.nan xala-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
AH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN

AlK-

9]

. 2AIKNYA, SEJUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, BAHWA SAYA AKAN SELALU
TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI DAN UUD 1945 SEBAGA! DASAR NEGARA, KONSTITUSI NEGARA
SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI
e DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA®

;4‘\

Pasal 12

Pimpinan BPD terdiri dar 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1

(satu) orang Sekretaris.
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a langsung dalam Rapat
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Pimpinan BPD dipilih ¢ari ¢a
BPD yang diadakan secara knusys.
Rapat pemilihan Pimpinan BPD yntuk periama kali dipimpin oleh anggota tertua

dan dibantu ole}y anggota termuca.
Pasal 13

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya "z (satu per
dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara

terbanyak.
Datam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya !/, (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputysan ditetapkan
dengan perselujuan sekurang-kurangnya %z (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD yang hadir.
Has| rapal BPD ditetapkan dengan Keputusan BFD dan dilengkapi dengan
rapal yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 14

ota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan

T_~angan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 15

Unluk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan
desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan mearangkap jabatan sebagal

Kepala Desa dan Perangkat Desa.
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(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
a. scbagal pelaksana proyek desa;
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
¢. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang

akan dilakukannya;
d. menyalahgunakan wewenang; dan

e. melanggar sumpahvjanji jabatan.

Pasal 17

Masa jabatan anggola BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusuixar

kembal untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 18

1an BRD Lerhenti alau diberhentikan karena:

" 2n oerakhnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
ar sumpah dan janji;

Tercanwa alav lerpidana,; dan

‘Jelakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat Desa.
Pasal 19
1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupal melalui

Kepala Desa.

- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan

sendiri diusulkan oleh BPD.

(3) Anggola BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 ,umlah
: anggota BPD.

S —— = ~ s oy
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Pasal 20
Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa
jabatannya diadakan pergantian.
Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum
dijalankan oleh anggota BPD vany berhenti atau diberhentikan.
Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara

musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota

BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

|08

Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatar
oerakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.

N orlan

~'sme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawaran cai

=n3'3n pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang

»3$3 |alaian pimp

'eh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

)

'aksanskan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

~ A om

[4¢]

Sexretarial BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

Sekrelans BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

Alal kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai
dengan kebutuhan.

Sekretaris B?O dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan

Pimpinan BPD.

PERDA. Kab. Mukomuko

Tahun 2006



P - — - N - S R e R ol N

BAB IV
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 24

Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

Hal-hal yang dikecualikan adalah:
a. Terangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
b. Diduga telah melakukan tindak pigana kejahatan yang diancam dengan

pidana mati.
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara
tertulis oleh alasan penyidik képéda Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
~eraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi.
Parsyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya
yarakal selempal;

me musyawarah dan mufakat penetapan anggota;

(48]
(%2

[63)
o)

w

Fungsl, tugas dan wewenang,

Hak, kewajiban, dan larangan;

Penggantian anggota dan pimpinan;

Hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan; dan

Keuangan dan administratif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan olen Camat dan Perangkat

Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pemberdayaan Masyarakal desa.

Pasal 27

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Camat, Inspektorat Daerah

dan masyarakat Desa.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Jabatan Anggota BPD yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap

berlaku sampai habis masa jabatannya,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Ocngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Dzerah
Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaky
(2) Mal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengen
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali dan atau
Kepulusan Bupati Mukomuko.

Pasal 30

~gar seliap orang mengetahuinye, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

enempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko,

Disahkan di Mukomuko
padatanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,
TTD.

ICHWAN YUNUS

) D\g?ﬁj UARDI DUIDIN
- \\U/Pommb}/ tama Muda NIP, 160020278
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 16 SER| “D*
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